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ABSTRAK 

Tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat, untuk itu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius 

serta profesional. Tanah juga merupakan kebutuhan yang hakiki dan 

berfungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan 

menentukan peradaban sesuatu bangsa. Untuk mengatur dan memanfaatkan 

tanah, peranan Pemerintah sangat diperlukan. Peranan pemerintah atas tanah 

dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan sangat penting sekali sehingga 

dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan 

benar serta dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Peran Pemerintah dalam 

memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan hanya 

harus mementingkan prinsip-prinsip hukum saja akan tetapi juga harus 

memperhatikan kesejahteraan sosial, asas ketertiban dan asas kemanusiaan 

agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang 

mengganggu stabilitas masyarakat terlebih lagi terhadap pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Berkaitan dengan Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, 

terdapat salah satu aset Negara yang menjadi perhatian Pemerintah dalam 

proses penyelesaiannya yaitu dalam bidang Kekayaan Negara Lain-Lain, dan 

salah satu yang termasuk dalam kekayaan Kekayaan Negara Lain-Lain 

adalah Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Namun, dalam pelaksaannya 

masih banyak Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa yang masih belum 

dimantapkan status hukumnya oleh Pemerintah menjadi Barang Milik 

Daerah, dan juga atas tanah dan/atau bangunan yang termasuk dalam daftar 

Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa tersebut belum mendapatkan status 

hukum yang tetap dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masih belum jelas pula perlindungan 

hukum apa yang dapat diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan 

penyelesaian status hukum Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa menjadi 

Barang Milik Daerah seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir 

masyarakat, mengingat peran Pemerintah yang menjamin kepastian hukum 

dan hak-hak masyarakat. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Barang Milik Daerah, Hak Penguasaan Atas   

Tanah, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.  
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ABSTRACT 

Land plays a very important role in people's lives, for it requires 

serious and professional attention and handling. Land is also an essential 

need and functions very important for human life and livelihood, and even 

determines the civilization of a nation. To regulate and utilize land, the role 

of the Government is very necessary. The role of the government on land in 

order to realize orderly land is very important so that in this case the 

government must be able to carry out its functions properly and correctly and 

carried out for the prosperity of the people. The role of the Government in 

solving various problems relating to land, not only must prioritize legal 

principles but also must pay attention to social welfare, the principle of order 

and humanity so that the land problem does not develop into unrest which 

disrupts the stability of the community especially in the management of goods 

Regional Property. In connection with the Management of State / Regional 

Property, there is one of the State assets that is of concern to the Government 

in its settlement process, namely in the Other State Wealth field, and one that 

is included in the Other State Wealth is Foreign / Chinese-Owned Assets. 

However, in its implementation there are still many Foreign / Chinese-

Owned Assets that have not yet been established by the Government to 

become Regional Property, and also on land and / or buildings included in 

the list of Foreign Owned Assets / The Chinese have not yet obtained a 

permanent legal status due to the problems that occurred in the 

implementation of the activity. It is also unclear what legal protection the 

Government can provide in the completion of the legal status of Former 

Foreign / Chinese-Owned Assets into Regional Property along with the 

development of the times and people's mindset, given the Government's role 

in ensuring certainty law and community rights.  

 

Keywords : Authority, Regional Property, Land Tenure, Foreign / Chinese  

Former Assets. 
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